BUPATI BALANGAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

UNSUR-UNSUR ORGANISAS|I KELURAHAN

DI KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Dasarah

Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kera Perangkat Daarah
Kabupaten Balangan, maka perlu dilakukan perumusan tugas
pokok dan urafan tugas unsur-unsur Organisasi Perangkat
Daerah;

. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai

dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Kelurahan di
Kabupaten Balangan, dipandang periu untuk menetapkan tugas
pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, periu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas
Unsur-Unsur Organisasi Kelurahan di Kabupaten Balangan;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok

egawaian (Lembaran Negara Republik In ia Tahun
1874 Nomor &5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1989 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 1874 tenlang Pokok-
Pokok Kepegawalan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 188, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 3880);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nenama Renublik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385);

. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana felah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 lentang Perubahan Kedua Alas
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tunrt:? Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Inn!nng
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/®ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 473T7);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomeor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tala Kera
Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan
Kelurahan Batu Piring Kecamatan Parngin Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomaor 25);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemarintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 MNomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomaor 43);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomar 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN
URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISAS|I KELURAHAN DI
KABUPATEN BALANGAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupali dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelanggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.

Bupati adalah Bupati Balangan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjulnya disingkat SKPD adalah SKPD
Kabupaten Balangan, merupakan unsur peambantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Balangan.

1.
2.

3.

(1)

(2)

BAB Il
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Kelurahan

Pasal 2

Kelurahan mempunyai ftugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a.
b.

F8a Mo

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan masyarakat di bidang
kelentraman dan ketertiban;

mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan masyarakat di bidang
perekonomian dan pembanguan,

mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan masyarakat di bidang
kesejahteraan masyarakat,

mengkoordinasikan pembinaan dan pemeliharaan fasilitas umum;
melaksanakan pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan;
mengkordinasikan pembuatan laporan kegiatan kelurahan;

membenkan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupali sesuai bidang tugas.



Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Kelurahan terdiri dan :
8. Sekretariat;

b. Seksi Pemerintahan;

c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Seksl Perekonomian dan Pembangunan; dan
e. Seksi Kesajahteraan Rakyat.

(1

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

Sekretarlat mempunyal tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi  seluruh
perangkat/aparatur kelurahan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan dan menyusun program serta rencana kerja kelurahan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan
administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;

c. menyiapkan bahan dan mengelola pembinaan dan administrasi kepegawaian;

d. menyiapkan bahan dan mengelola surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan
dan keprotokolan;

e. menylapkan bahan dan mengelola wurusan pengadaan, pendistribusian dan
pemeliharaan perlengkapan kantor;

f. menyiapkan bahan dan memelihara keamanan serta menyediakan fasilitas
pelayanan kantor kelurahan,

g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan serta memelihara arsip dalam
lingkup tugasnya;
h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan kelurahan;

i. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan
Pasal 5
Seksi Pemerintahan mempunyal tugas membantu lurah dalam menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
Uraian lugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah sebagai berikut

a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data Keglatan
pemerintahan;



(1)

(<)

menylapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis
penyelenggaraan pemerintahan;

menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan wilayah dan
masyarakat;

menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas di bidang
partanahan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang
kependudukan dan catatan sipil;

menyiapkan bahan dan memfasiiitasi tugas-tugas pemerintahan di wilayah
kelurahan;

menylapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam
lingkup tugasnya;

memberikan saran/perimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk
selanjutnya; dan

melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh Lurah sesual dengan bidang
tugas.

Baglan Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 6

Seksi Kelentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Lurah
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban,

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

b.

.

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan di
bidang ketentraman dan ketertiban;

menylapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis
pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
masyarakat;

menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan ideclogi
negara kesatuan bangsa dan kerukunan hidup antar umat beragama;

menylapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan pengamanan dan
penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati;

memfasiltasi dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
tertib pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;

melaksanakan pengawasan dan inventarisasl permasalahan serta upaya
pemecahan masalah di bidang ketentraman dan ketertiban;

meanyiapkan bahan dan melaksanakan fugas periindungan masyarakat;

melaksanakan pelayanan dan pemberian rekomendasi dan perizinan di bidang
ketentraman dan ketertiban;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam
Iingkup tugasnya;



k.

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagal bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan
petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang
tugas.

Baglan Kalima
Seksl Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 7

(1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Lurah
dalam menylapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan urusan Perekonomian dan Pembangunan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

(2)

b.

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan
perekonomian di wilayah kelurahan;

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kegiatan di
bidang perekonomian dan pembangunan;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis
pembinaan dan pengembagan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
menylapkan bahan dan memfasiiitasi serta melaksanakan pembinaan dan
pengembangan bidang industri, perdagangan, perkoperasian, usaha kecil dan
menengah, pertanian, perkebunan, perikanan, dan bidang-bidang ekonomi
[ainnya;

menyiapkan bahan dan memfasilitasi serta melaksanakan pembinaan kegiatan
pembangunan, peameliharaan dan pemanfaatan fasilitas umum;

menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan pemantauan serta
pemanfaatan terhadap potensi perekonomian masyarakat;

memfasilitasi pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam

menunjang keberhasilan program peningkatan potensi perekonomian
masyarakat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan serta
pengembangan swadaya masyarakat;

melaksanakan pelayanan dan memberikan rekomendasi dan perizinan
dibidang perekonomian dan pembangunan;

menylapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengendalian di bidang
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta memelihara arsip dalam _
lingkup tugasnya;

memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk
selanjutnya; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan bidang

tugas.



Bagian Keenam
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal B

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Lurah dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
urusan Kesejahteraan Rakyat.

(£) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a

mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data di bidang
kesejahteraan rakyat;

. menyiapkan bahan perumusan kebiiakan dan menyusun petunjuk teknis

pembinaan dan pengembagan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat:
menyiapkan bahan dan memfasilitasi serta melaksanakan pembinaan dan
pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan
keluarga berencana;

menyiapkan bahan dan memfasilitasi serta melaksanakan pengawasan dan
pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan, narkotika, psikotropika
dan zat aditif serta bahan berbahaya lainnya;

menylapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan
lembaga adat seria fasilitasi kegiatan organisasi sosial k&rnmrumkuun dan
lembaga swadaya masyarakat;

menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya penanggulangan masalah sosial,
bencana alam dan pengungsi;

memfasilitasi dean melaksanakan penyuluhan program wajib belajar,
pengembangan pendidikan, pembinaan generasi muda, olah raga,
kebudayaan, kepramukaan, dan peranan wanita;

melaksanakan pelayanan dan pembearian rekomendasi di bidang pendidikan,
kesehatan, dan kesejahleraan sosial;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan serta pemeliharaan arsip dalam
lingkup tugasnya;

memberikan saran/pertimbangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan evaluasi dan Informasi untuk kebijakan dan petunjuk
selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugas.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenal hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
akan diatur kembali dengan Peraturan Bupati tersendiri.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pangundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan.di Paringin
pada tanggal 4 Januari 2010

’ H. SEFEK EFFENDIE s
Diundangkan di Paringin | |
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBALANGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 06



